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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah otonomi secara etimologi dapat diartikan sebagai pemerintah
sendiri.Istilah otonomi menurut Ateng Syafrudin mempunyai makana
kebebasan atau kemandirian (Zelfstandigheid) tetapi bukan kemerdekaan
(onafhankelijkeid). Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu adalah
wujud pemberian kesempatan yang harus di pertanggungjawabkan.*

Menurut pasal 1 angka 5 undang-undang pemerintahan daerah,
dimana otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, maka desentralisasi mengandung pengertian sebagai pemberian
otonomi.’Dengan demikian adanya otonomi hanya bersumber dari
penyerahan urusan dari pemerintah pusat.Otonomi adalah hak (wewenang
dan kewajiban) mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah
diserahkan.

Namun demikian, kewenangan otonomi daerah dalam suatu Negara
kesatuan seperti halnya Indonesia, tidak dapat diartikan adanya kebebasan
penuh dari suatu daerah untuk menjalankan hak dan fungsi otonominya
sekehendak daerah tanpa mempertimbangkan kepentingan nasional secara
keseluruhan, walaupun tidak tertutup kemungkinan untuk memberikan
kewenangan yang luas kepada daerah.

Pemerintah pusat telah memberikan legalitas hukum kepada
pemerintah daerah melalui undang-undang republik Indonesia Nomor 2
tahun 2015 tentang otonomi daerah sebagai landasan berpijak
penyelanggaraan pemerintah daerah secara luas, nyata dan bertanggung
jawab sesuai situasi dan kondisi objektif daerah. Hal ini sejalan dengan
semangat otonomi dimana diharapkan dapat membantu mensosialisasikan
berbagai kebijakan pemerintah.

'Entol Zaenal Muttaqin, Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan, (Serang, (LP2M)
IAIN SMHB,2014). h.144
2Entol Zaenal Muttagin, Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan,h. 153



Pelaksanaan otonomi daerah di upayakan untuk mendorong peran
serta masyarakat dalam pembangunan dalam rangka memperkokoh
persatuan dan kesatuan.

Pernyataan diatas memberikan suatu penjelasan bahwa desentralisasi
penyerahan sebagian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah
daerah.*untuk mengatur rumah tangganya sendiri untuk menampung aspirasi
rakyat di daerah. Pelimpahan kekuasaan juga tidak hanya bertumpu pada
lembaga eksekutif saja, tetapi juga terdapat lembaga legislatif atau parlemen
daerah, di Indonesia sendiri disebut sebagai DPRD.Adanya desentralisasi
memberikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam hal berlegislasi.
Berkaitan dengan supermasi hukum dalam Negara dikaitkan dengan masalah
kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang demokratis.

Pada hakikatnya supremasi hukum merupakan tatanan norma dan
nilai seluruh bidang kehidupan baik nilai sosial, politik, ekonomi, dan
sebagainya.

Supermasi hukum sebenarnya lebih ditujukan  pada adanya
kesepakatan bersama. Jadi yang lebih disupermasikan (di utamakan/di
unggulkan) adalah tatanan hukum yang telah disepakati bersama, karena
dalam  kehidupan  bermasyarakat, hukum adalah  kesepakatan
bersama.Terlebih kesepakatan bersama ini pulalah yang menjadi dasar
legitimasi hukum.Tidaklah mudah menetapkan legitimasi dan supermasi
hukum apabila didasarkan pada pandangan individual/ kelompok masyarakat
yang berbeda-beda.*

Kedudukan peraturan daerah, peraturan daerah merupakan salah satu
jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem
hukum nasional yang berdasarkan pancasila.Pada saat ini peraturan daerah
mempunyai kedudukan yang sangat strategis karena diberikan landasan
konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (6)
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Fungsi peraturan daerah, peraturan daerah mempunyai berbagai fungsi
yaitu: sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan
tugas pembantu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-Undang tentang
Pemerintah Daerah, merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan

® Entol Zaenal Muttaqin, Pokok-Pokok Hukum Ketatanegaraan, h. 151.
* Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan kejahatan, (Jakarta, Kencana,2010), h.12.



perundang-undangan yang lebih tinggi dalam fungsi ini peraturan daerah
tunduk pada ketentuan hierarki peraturan perundang-undangan. Dengan
demikian peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagai penampung kekhususan dan
keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun
dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berlandaskan pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 dan sebagai alat pembangunan dalam
meningkatkan kesejahtraan daerah.’

Keberadaan Perda No 5 tahun 2006 Tentang Penanggulangan
Penyakit Masyarakat merupakan sebuah produk kewenangan DPRD bersama
dengan Kepala Daerah.Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan berlegislasi
pemerintah daerah diperbolehkan karena pemerintah daerah lebih mengenal
permasalahan masyarakat daerahnya, terlebih hal tersebut berhubungan
dengan hakikat supremasi hukum itu sendiri.

Kebijakan publik atau Perda dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang
dilimpahkan dari Pemerintah Pusat atas dasar kewenangan dari sistem
desentralisasi, perda atau kebijakan publik yang dibuat untuk mengatur
permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat baik masalah besar atau
kecil. Termasuk gejala sosial yang timbul sehingga menjadi sebuah penyakit
masyarakat, contoh kecil yakni minuman keras atau minuman beralkohol.
Minuman keras merupakan salah satu bentuk minuman yang menjadi
penyakit yang timbul di masyarakat, dampaknya adalah mabuk-mabukan
yang membahayakan dirinya sendiri dan terhadap orang lain. Penyakit
masyarakat jika dibiarkan sangat berbahaya dalam kehidupan manusia, hal
ini tidak bisa dibiarkan karena dampak dan pengaruhnya akan mengancam
bagi kelangsungan kehidupan manusia yang disebabkan tingkat kejahatan
akibat minuman keras, dan ini benar menjadi suatu masalah sosial bagi
masyarakat Negara maju maupun bagi daerah yang terbelakang.

Dalam mengatasi hal tersebut, agar penyebaran dan pengedaran
minuman keras tidak meluas maka pemerintah daerah membentuk suatu
ketetapan hukum yang tegas untuk masyarakatnya khususnya pemerintah
daerah Kabupaten Serang. Dengan adanya payung hukum mengenai
Minuman keras, pemerintah melindungi masyarakat khususnya di daerah

*Sasmita dkk, panduan peraktis memahami perancangan peraturan daerah,
(Jakarta, Cappelr Project, 2008).h 7



Kabupaten Serang untuk meminimalisir penyakit yang akan menyebabkan

tindak pidana meluas.

Dengan demikian, secara resmi atau secara hukum dianggap sebagai
tindak pidana atau dianggap sebagai kejahatan. Didalam kitab undang-
undang hukum pidana ( KUHP) pasal 300 ayat 1, pasal 492 ayat 1 dan pasal
536, yang berbunyi pelanggaran minuman keras dikarenakan akan
merusaknya moral. °

Perlindungan secara hukum terhadap warga negara merupakan hal
yang wajib dilakukan bagi sebuah negara baik secara jasmani maupun secara
rohani sebagaimana yang tertera pada alinea ke 4 (empat) pada undang-
undang dasar 1945 yang berbunyi melindungi segenap bangsa indonesia dan
seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.’
Perlindungan terhadap hal-hal yang mengganggu ketertiban dan keamanan
menjadi hak mutlak setiap warga negara indonesia tanpa terkecuali.
Keamanan dan kenyamanaan, pemerintah pusat dan daerah mengeluarkan
kebijakan-kebijakan agar tujuan di atas dapat terpenuhi.

Dari beberapa teori di atas jelas bahwa minuman keras (alkohol) itu
di larang, bahkan pemerintah kabupaten serang mengatur hal tersebut dalam
sebuah perda No 5 tahun 2006 tentang penanggulangan penyakit masyarakat.
Pada BAB III bagian pertama pasal 5 tentang minuman keras yang berbunyi”
1. Setiap orang atau kelompok dilarang mengonsumsi minuman keras yang

mengandung kadar alkohol.

2. Setiap orang, kelompok dan atau badan dilarang meracik, memproduksi,
menyimpan/ menjual / memperdagangkan / menyalurkan dan memberikan
minuman keras sebagaimana dimaksud ayat (1).

3. Dilarang mengedarkan minuman keras yang mengandung methanol lebih
dari 0,1 (satu persepuluh persen) dihitung terhadap kadar etanol "HgOH.

4. Perbuatan yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan
bagi hotel berbintang.

5. Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu wajib
mendapatkan izin.2

®Andi Hamzah,KUHP dan KUHAP, ( Jakarta, Rineka Cipta,2012).

"entol Zainal Muttaqin, pokok-pokok hukum ketatanegaraan.h.148

8peraturan daerah nomor 5 tahun 2006 tentang penanggulangan penyakit
masyarakat. Kabupaten Serang.



Sementara untuk kadar alkohol yang semestinya dilarang
peredarannya, adalah minuman yang memiliki kadar alkohol di atas 0,1%
menurut peraturan daerah No. 5 Tahun 2006 BAB Ill Pasal 5 Tentang
Minuman Keras Kabupaten Serang.

Tetapi dalam kenyataan atau realita yang terjadi di Desa.Babakan
Kecamatan. Bandung Kabupaten.Serang Banten ada beberapa orang atau
kelompok yang mengonsumsi minuman keras yang mengandung kadar
alkohol bahkan, menyimpan, menjual, atau memperdagangkan minuman
keras tersebut secara ilegal, keberadaan minuman keras di Desa Babakan itu
sendiri sangat mudah ditemukan dan keberadaan para penikmat sangat
mudah pula ditemukan,contoh halnya apabila ada suatu acara di
Desa.Babakan, seperti halnya resepsi dan mengadakan hiburan tertentu
disitulah banyak penjual dan pengonsumsi minuman keras, dan tidak hanya
di tempat hiburan saja minuman keras mudah di temukan di warung-warung
pun banyak yang menjual minuman keras tersebut. Dalam penjualannya
sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi
minuman keras atau beralkohol serta dikhawatirkan akan membawa dampak
yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang
nantinya sebagai generasi penerus bangsa. Selain itu peredaran minuman
keras atau beralkohol yang tidak terkontrol akan membawa dampak
kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. sehingga hal tersebut meresahkan
masyarakat.sedangkan Islam dan pemerintah melarangnya.

Dari latar belakang di atas yang telah peneliti jelaskan bahwa peneliti
merasa tertarik untuk mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai
penanggulangan penyakit masyarakat tersebut, khususnya minuman keras.

Dengan adanya sistem hukum yang konkrit sangat diperlukan untuk
mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan bagi umat manusia
dan ketertiban umum untuk mewujudkan kesejahteraan.Oleh karena itu,
diperlukan pelaksanaan dari yang terkecil pada pelaksanaan yang terbesar
yang berupa suatu ketegasan sesuai dengan permasalahan.

Permasalahan tersebut layak untuk diteliti dan penulis menuangkan
penelitian tersebut dalam bentuk skripsi dengan mengambil judul
Implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 BAB |11 Pasal 5 tentang
Minuman Keras (studi kasus: di Desa. Babakan Kecamatan. Bandung
Kabupaten. Serang Banten).



B. Fokus Penelitian

Dari latar belakang masalah diatas, penulis membatasi permasalahan
yang akan dibahas, agar lebih terfokus pada pokok permasalahan yang ada
sesuai dengan pembahasannya, dengan tujuan agar penelitian tidak
menyimpang dari sasaran. Penulis meneliti tentang peraturan daerah No. 5
Tahun 2006 BAB |11 Pasal 5 tentang Minuman Keras .

C. Perumusan Masalah
Berdasarkan batasan masalah di atas mengenai implementasi peraturan

daerah No. 5 Tahun 2006 BAB IIl Pasal 5 Tentang Minuman Keras di

Kabupaten Serang (studi kasus: di Desa.Babakan. Kecamatan.Bandung

Kabupaten.Serang Banten)

1. Bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah No.5 Tahun 2006 BAB llI
pasal 5 tentang Minuman Keras di Ds.Babakan Kec.Bandung Kab.Serang
Banten?

2. Bagaimana penegakan hukum peraturan daerah No. 5 Tahun 2006 BAB
1l Pasal 5 tentang Minuman Keras di Ds.Babakan Kec.Bandung
Kab.Serang Banten?

3. Apa Pendukung Dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Perda No.5 Tahun
2006 BAB Il Pasal 5 tentang Minuman Keras di Ds.Babakan
Kec.Bandung Kab.Serang Banten?

D. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian mengenai implementasi peraturan daerah No. 5
tahun 2006 BAB IlI Pasal 5 Tentang Minuman Keras di Kabupaten Serang

(studi kasus: di Desa. Babakan Kecamatan. Bandung Kabupaten. Serang

banten) yaitu:

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006
BAB 11l Pasal 5 Tentang Minuman Keras di Ds. Babakan Kec.Bandung
Kab. Serang Banten?

2. Untuk Mengetahui Penegakan Hukum Peraturan Daerah No. 5 Tahun
2006 BAB Il Pasal 5 Tentang Minuman Keras di Ds.Babakan
Kec.Bandung Kab.Serang Banten?

3. Untuk Mengetahui Faktor Apa Saja Yang Mendukung Dan Menghambat
Dalam Pelaksanaan Perda No.5 Tahun 2006 BAB 11l Pasal 5 Tentang
Minuman Keras di Ds.Babakan Kec.Bandung Kab.Serang Banten?



E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaan bagi semua
pihak, terutama bagi pihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap
permasalahan yang akan diteliti. Penulis membagi manfaat penelitian ini
kedalam dua bagian, yaitu pertama, manfaat teoritis, kedua manfaat peraktis.
a. Manfaat Teoritis
1. mengetahui konsep-konsep kebijakan publik dan implementasi dari
suatu kebijakan publik.
2. Menjadi referensi berpikir dan menambah wawasan dalam penerapan
ilmu di bidang sosial, Khususnya Hukum Tata Negara.
b. Manfaat Peraktis
1. Bagi peneliti
Sebagai sarana penerapan ilmu pengetahuan yang selama ini peneliti
dapatkan dan pelajari dalam perkuliahan di kelas. Selain itu, penelitian
ini juga sebagai sarana latihan bagi peneliti untuk menulis karya
ilmiah, serta melakukan penelitian secara langsung terhadap
permasalahan yang akan diteliti.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten.Serang
Merupakan gambaran dan bahan evaluasi dalam mengetahui dan
memahami implementasi peraturan daerah No 5 tahun 2006 BAB I
Pasal 5 Tentang Minuman Keras di kabupaten serang.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk menunjukkan orisinalitas penelitian yang akan dilakukan oleh
peneliti ini, akan dicantumkan penelitian yang satu tema yang terdahulu.
Dalam bentuk skripsi yang ditulis oleh Syafiullah pada tahun 2009 Tentang
pelaksanaan Perda NO.5 Tahun 2001 Tentang Miras dan Perjudian di Kota
Cilegon, (Studi Siyasah Dusturiah). penelitian yang dilakukkan oleh Institut
Agama Islam Negri Sultan Maulana Hasanudin Banten. (IAIN SMHB).

Skeripsi ini mencoba mencari titik temu antara hukum pidana Islam
dan hukum pidana positif dalam menyikapi kasus minuman keras.Dan sanksi
hukum peminum -minuman keras terhadap hukum Islam dan hukum positif.

G. Kerangka Pemikiran

Supermasi hukum pada hakikatnya supermasi tatanan norma dan nilai
di seluruh bidang kehidupan (norma dan nilai-nilai sosial, politik, ekonomi
dan sebagainya yang telah disepakati bersama.



Supremsi  hukum sebenarnya lebih ditujukan pada adanya
kesepakatan bersama.Jadi yang lebih disupermasikan (diutamakan/
diunggulkan) adalah tatanan hukum yang telah disepakati bersama, karena
dalam  kehidupan  bermasyarakat, ‘“hukum” adalah ‘“kesepakatan
bersama”.Terlebih kesepakatan bersama ini pulalah yang menjadi dasar
legitimasi hukum.Tidaklah mudah menetapkan legitimasi dan supremasi
hukum apabila didasarkan pada pandangan individu/kelompok masyarakat
yang berbeda-beda.

Dilihat dari sisi lain, Supermasi hukum mengandung makna
“supermasi nilai”. berarti, supermasi hukum pada hakikatnya mengandung
makna, bahwa dalam berkehidupan kebangsaan harus dijunjung tinggi nilai-
nilai substansial yang menjiwai hukum dan menjadi tuntutan masyarakat,
antara lain: “tegaknya nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, dan kepercayaan
antara sesama”; “tegaknya nilai-nilai kemanusiaan yang beradab dan
penghargaan/ perlindungan HAM”; “tidak adanya penyalahgunaan
kekuasaan / kewenangan”; tidak adanya peraktik favoritism dan KKN”.

Nilai-nilai supermasi hukum itu terwujud dalam seluruh tatanan
kehidupan bermasyarakat/ bernegara.Artinya, tidak hanya diwujudkan
keadilan hukum, tetapi juga keadilan sosial, keadilan politik, dan keadilan
diseluruh bidang kehidupan lainnya.’

Penegakan hukum merupakan serangkaian proses yang cukup
panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak
hukum lainnya (dibidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat
penyidik/ kepolisian, aparat penuntut umum/ kejaksaan, aparat pengadilan,
dan aparat pelaksana pidana).’

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian integral dari
upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih
berbudaya dan lebih bermakna.™*

Menurut Jimly Asshiddigie, penegakan hukum adalah proses
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum

° Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan kejahatan, h.12
10 : - ..
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan kejahatan.H.4
11 - . .
Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan kejahatan.H.20



secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-
hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.?

Menurut Soekanto Secara konsepsional penegakan hukum terletak
pada kegiatan menyerasikan (menyesuaikan) hubungan nilai- nilai yang
terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak berbagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan perdamaian dan pergaulan hidup.Penegakan hukum juga
merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendak mempunyai
kemampun-kemampuan  terentu, sesuai  dengan  aspirasi-aspirasi
masyarakat.'®

Dalam wupaya ikut meningkatkan kualitas penegakan hukum
sekurang-kurangnya dapat ikut berperan aktif 4 (empat) masalah, yaitu:

1. Masalah kualitas SDM calon penegak hukum

2. Masalah kualitas penegak hukum “in abstracto” (peroses pembuatan
peroduk perundang-undangan)

3. Masalah penegakan hukum “in concreto”; dan

4. Masalah kualitas budaya hukum (pengetahuan dan kesadaran hukum)
masyarakat.

Faktor yang memengaruhi dan menentukan kualitas penegakan
hukum.Faktor itu berupa kualitas individual (SDM), kualitas
institusional/struktur  hukum (termasuk mekanisme tata Kkerja dan
menejemen), kualitas sarana/prasarana, kualitas perundang-undangan
(substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi,
politik, budaya; termasuk budaya hukum masyarakat).Dengan demikian,
upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruh
faktor / kondisi/ kausa yang memengaruhinya.™*

Peran ketertiban, keadilan dan kepastian hukum itu pada hakikatnya
hukum hidup dimasyarakat merupakan perwujudan dan nilai-nilai budaya,
baik yang formal maupun yang non formal yang eksistensinya diyakini oleh
masyarakat tentang apa yang seharusnya (das sollen), dalam Kkaitan ini,
hukum akan memantapkan perilaku yang diperbolehkan dan perilaku yang

2" Bambang Waluyo, penegakan hukum diindonesia,( Jakarta, Sinar

Grapika,2016). h.98

3 Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum,
(Jakarta,PT RajaGrafindo Persada,2012). h.5

4 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum
Pidana dalam Penanggulangan kejahatan. h. 20
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dilarang. Selanjutnya menentukan lokasi wewenang dengan pihak-pihak dan
dapat memaksa dengan adanya penetapan sanksi.

Dalam keseluruhan proses pembangunan akan selalu timbul berbagai
kerawanan dan komplik karena munculnya berbagai benturan kebutuhan,
kepentingan dan pandangan hidup masyarakat. Disinilah hukum berperan
sebagai sarana untuk mencegah konflik, atau apabila konflik sudah terlanjur
terjadi, hukum berperan sebagai sarana untuk menyelesaikan atau mengatasi
konflik dengan cara damai dan tetib. Inilah fungsi hukum sebagai sarana
ketertiban dan keamanan.Menggaris bawahi hal diatas maka peran hukum
disini adalah menciptakan ketertiban sebagai syarat pokok dari masyarakat
yang teratur mencapai keadilan.Selain itu juga untuk mewujudkan kepastian
hukum yang didambakan masyarakat agar mampu mengembangkan hak-hak
dan potensinya dalam keadaan aman dan tentram.™

Peran serta masyarakat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 tahun
1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam
Penyelanggaraan Negara adalah salah satu payung hukum terhadap peran
serta masyarakat yang diharapkan Pemerintah. Ketentuan umum pada pasal 1
poin 2 menyebutkan bahwa, “peran serta masyarakat adalah peran aktif
masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelanggaraan Negara yang
bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, yang dilaksanakan
dengan menaati norma-norma hukum, moral dan sosial yang berlaku dalam
masyaraka‘[.”16

PP tersebut meskipun sifatnya khusus menyangkut masalah
penyelanggaraan Negara yang bebas dari KKN, namun dalam berbagai
produk legislasi yang umumnya juga membutuhkan adanya peran serta
masyarakat, maka hakikatnya PP tersebut dapat menjadi rujukan atas
pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum.Dalam hal ini,
penyusun berpandangan bahwa masalah yang dihadapi dalam penegakan
hukum (dalam hal ini terkait dengan pelarangan pengedaran dan penjualan
minuman beralkohol) tidak cukup diselesaikan oleh penegak hukum saja,
tetapi bagaimana memainkan peran masyarakat menjadi sangat penting
karena persoalan yang timbul dari penegakan hukum berasal dari masyarakat
dan masyarakat pula yang sebaiknya lebih banyak berperan dalam
penyelesaiannya.

1> Bambang Waluyo, penegakan hukum diindonesia,h.266
'®peraturan pemerintah nomor 68 tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelanggaraan Negara.
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Terhadap peran serta masyarakat, setidaknya ada beberapa hal yang
menjadi kewajiban dan hak masyarakat, yaitu:

a) Melakukan pencegahan terhadap pengedaran dan penjualan minuman
beralkohol.

b) Adanya jaminan keamanan dan perlindungan hukum dari aparat penegak
hukum.

c) Pengembangan kelembagaan masyarakat.

d) Melaporkan terjadinya pelanggaran kepada pihak berwajib

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan
oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu, karakteristik khusus dari
kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh
apa yang disebut David Easton sebagai “otoritas” dalam sistem politik, yaitu:
“ para senior, kepala tertinggi; eksekutif, legislative, para hakim,
administrator, penasehat, para raja, dan sebagainya.” Easton mengatakan
bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka
memformulasi kebijakan publik itu adalah: orang-orang yang terlibat dalam
urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam
suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka dimana untuk
mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat
sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan
beberapa karakteristik utama dari suatu definisi kebijakan publik.Pertama,
pada umumnya kebijakan publik.Perhatiannya ditujukan pada tindakan yang
mempunyai maksud atau tujuan tertentu daripada perilaku yang berubah atau
acak.Kedua, kebijakan publik pada dasarnya mengandung bagian atau pola
kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah daripada keputusan yang
terpisah-pisah.Misalnya, suatu kebijakan tidak hanya meliputi keputusan
untuk mengeluarkan peraturan tertentu tetapi juga keputusan berikutnya yang
berhubungan dengan penerapan dan pelaksanaannya.Ketiga, kebijakan
publik merupakan apa yang sesungguhnya dikerjakan oleh pemerintah dalam
mengatur perdagangan, mengontrol inflasi, bukan apa maksud yang
dikerjakan atau yang akan dikerjakan. Jika legislatif mengeluarkan suatu
regulasi yang mengharuskan para pengusaha membayar tidak kurang dari
upah minimum yang telah ditetapkan tetapi tidak ada yang dikerjakan.Untuk
melaksanakan hukum tersebut, maka akibatnya tidak terjadi perubahan
dalam perilaku ekonomi, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan publik
dalam contoh ini sungguh-sungguh merupakan suatu pengupahan yang tidak
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diatur perundang-undangan. Ini artinya kebijakan publik pun memperhatikan

apa yang dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi

keputusan tersebut.Keempat kebijakan publik dapat dibentuk positif maupun
negatif.Secara positif, kebijakan melibatkan beberapa tindakan pemerintah
yang jelas dalam menangani suatu permasalahan; secara negatif, kebijakan
publik dapat melibatkan suatu keputusan pejabat pemerintah untuk tidak
melakukan suatu tindakan atau tidak mengerjakan apapun padahal dalam
konteks tersebut ketertiban pemerintah amat diperlukan.Kelima, kebijakan
publik, paling tidak secara positif, didasarkan pada hukum dan merupakan
tindakan yang bersifat memerintah.'’

Adapun kerangka berpikir peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Bahwa Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 BAB Il Pasal 5 Tentang

Minuman Keras. Di Kabupaten Serang. (Studi Kasus: Di Desa. Babakan

Kecamatan. Bandung Kabupaten. Serang Banten).

1. Peredaran minuman Kkeras telah terjadi di tempat hiburan dan warung
remang-remang di Desa. Babakan Kecamatan. Bandung Kabupaten.
Serang Banten.

2. Terjadi pembiaran dari pihak berwajib terhadap peredaran minuman keras
di Desa. Babakan Kecamatan. Bandung Kabupaten. Serang Banten.

3. Minimnya pengawasan dari pihak berwajib di Desa. Babakan Kecamatan.
Bandung Kabupaten. Serang Banten.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka dapat disimpulkan

dalam penelitian bahwa implementasi Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006

BAB Il Pasal 5 Tentang Minuman Keras di kabupaten serang, studi kasus:

di Desa Babakan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang Banten khususnya

mengenai peredaran minuman keras belum optimal.

H. Metode Penelitian
a. Pendekatan dan jenis penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode study kasus yang bersifat
deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan yuridis
normatif. Studi kasus merupakan penyelidikan mendalam (indepth study)
mengenai suatu yunit sosial sedemikan rupa sehingga menghasilkan
gambaran yang terorganisasikan dengan baik dan lengkap mengenai unit
sosial tersebut.Cakupan studi kasus dapat meliputi keseluruhan siklus

7 Leo Agustino dasar-dasar kebijakan publik, (Bandung,Alfabeta,2012).h.8
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kehidupan atau dapat pula hanya meliputi segmen-segmen tertentu

saja.Dapat terpusat pada beberapa faktor yang spesifik dan dapat pula

memperhatikan keseluruhan elemen atau peristiwa.”®Menurut Robert Yin,
yang di kutif oleh Burhan Bungin dalam buku Analisis Data Penelitian

Kualitatif. Studi kasus adalah suatu empiris yang menyelidiki fenomena

dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan

konteks tak tampak dengan tegas, dan dimana multi sumber bukti
dimanfaatkan.™

Dalam penelitian kualitatif data yang di hasilkan berbentuk kalimat,
kata dan gambar untuk mengeksplorasi bagaimana kenyataan sosial yang
terjadi dengan mengidentifikasikan variabel yang sesuai dengan masalah dan
yunit yang diteliti, dalam hal ini adalah implementasi peraturan daerah No. 5
tahun 2006 BAB |11 Pasal 5 Tentang Minuman Keras (studi kasus: Di Desa.
Babakan Kecamatan. Bandung Kabupaten. Serang Banten).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua macam, Yyaitu
sumber data perimer dan sekunder. Sumber data perimer yang diperoleh
melalui wawancara dengan informan terkait penelitian sehingga dapat
menemukan ruang lingkup tertentu. Data didapatkan dengan penelitian
langsung ke lokasi penelitian.

Informan

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan
informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Adapun rincian
informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kepala desa, perangkat desa, Kepala Polsek Pamarayan dan kecamatan
bandung, tokoh masyarakat Desa. Babakan dan Pelaku Pengonsumsi
Minuman Keras.

Sumber data sekunder adalah literature sebagai berikut: buku-buku
pustaka dan perda No 5 Tahun 2006.

b. Penentuan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan Di Desa. Babakan Kecamatan. Bandung

Kabupaten. Serang Banten).
c. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang di pergunakan dalam penelitian ini

18 saiffudin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar,1997),h.8

“Burhan Bungin, Analisis Data Kualitatif Pemahaman Filosofis Dan
Metodologis Kearah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta, PT RajaGrafindo
Persada,2003). h. 20
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adalah sebagai berikut:

1. Wawancara (interview). Teknik wawancara yang digunakan ialah
wawancara tersetruktur berupa pertanyaan- pertanyaan yang sudah
disiapkan melalui pedoman wawancara.

2. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan
pencatatan langsung terhadap objek penelitin.

3. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data atau arsip yang relevan.

4. Penelitian kepustakaan, yaitu mengumpulkan data mempelajari bahan
dari literature yang berhubungan dengan penelitian.

d. Teknik Analisis Data

Peroses analisis data dilakukan secara terus menerus sejak data awal
dikumpulkan sampai dengan penelitian berakhir.Untuk memberikan makna
terhadap data yang telah dikumpulkan, dilakukan analisis data dan
interpretasi.Mengingat ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif maka
analisis dilakukan sejak data pertama sampai penelitian berakhir.

Setelah data yang dikumpulkan terkumpul, maka langkah selanjutnya
adalah mengelola dan menganalisis data dengan tahapan-tahapan sebagai
berikut:

1. Menelaah data yang telah terkumpul kemudian diklasifikan sesuai dengan
tujuan-tujuan penelitian.

2. Menafsirkan data-data yang telah dipilih dengan menggunakan kerangka
pemikiran.

3. Menarik kesimpulan dengan perumusan masalah.

4. Sistematika penulisan

I. Sistematika Pembahasan

Penulisan penelitian ini di bagi dalam lima bagian yang masing-
masing terdiri dari sub-bagian, yaitu sebagai berikut:

Bab | Pendahluan, ini berisi latar belakang yang menggambarkan
ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti dalam bentuk
uraian secara deduktif, dari lingkup yang paling umum kemasalah yang lebih
khusus, yang relevan dengan judul sekripsi, selain latar belakang masalah,
bab pendahulan ini berisi fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan
penelitian ini dibuat dan manfaat penelitian yang berisi uraian manfaat secara
teoritis dan peraktis, Kerangka Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika
Pembahasan.
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Bab Il yaitu kondisi objektif Desa Babakan Kecamatan Bandung
Kabupaten Serang Banten yang terdiri dari : Sejarah Desa Babaka,
Demografis, Sosial, Ekonomi dan Budaya.

Bab Ill landasan teoritis peraturan daerah, yang terdiri dari ;
pengertian peraturan daerah, muatan materi perda dan kedudukan peraturan
daerah, dan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2006 BAB Ill Pasal 5 Tentang
Minuman Keras, pengertian khmamar (minuman keras) kriterianya, jenis-
jenis minuman keras, dampak negative minuman khamar (minuman keras)
terhadap peminumnya, hukum minuman keras dan hukum bagi peminumnya
menurut islam, hukum peminum khamar,

Bab IV pelaksanaan PERDA No.5 tahun 2006 BAB Il Pasal 5
Tentang Minuman Keras, meliputi: Pelaksanaan Peraturan Daerah No.5
tahun 2006 BAB 11l Pasal 5 Tentang Minuman Keras di Ds.Babakan
Kec.Bandung Kab.Serang Banten, Penegakan Hukum Peraturan Daerah NO.
5 Tahun 2006 BAB Ill Pasal 5 Tentang Minuman Keras di Ds.Babakan
Kec.Bandung Kab.Serang Banten, Faktor penghambat dan pendukung dalam
pelaksanakan PERDA No. 5 tahun 2006 BAB 111 Pasal 5 Tentang Minuman
Keras di Desa Babakan Kecamatan Bandung Kabupaten Serang Banten

Bab V Penutup : menyajikan kesimpulan yang didasarkan pada
analisis dan pembahasan yang dilakukan. kesimpulan ini mengacu pada
tujuan penulisan, yaitu mengetahui dan memberikan gambaran hasil akhir
dari penelitian ini. Dan saran- saran.
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